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Tesisini membahas perlindungan hukum bagi penerima pinjaman terhadap pelanggaran mekanisme
penagihan dalam peer to peer lending dengan mengkaji peraturan apa saja yang mengatur mengenai peer to
peer lending di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum bagi penerima pinjaman terhadap
pelanggaran mekanisme penagihan dalam peer to peer lending. Dalam penelitian ini, metode yang
digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan teknik pengolahan data secara
kualitatif sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Dalam hasil penelitian ini
diperoleh kesimpulan Pengaturan mengenal peer to peer lending di Indonesia adalah sebagai perlindungan
hukum bagi pengguna dan penyelenggara dari jasa P2P Lending tersebut. Hal tersebut diatur secara khusus
dalam POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
POJK 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK
18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Mangjemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan SEOJK 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory
Sandbox. Perlindungan hukum penerima pinjaman P2PLending dalam hal terjadinya pelanggaran saat
penagihan dapat dibedakan sebagai berikut: Perlindungan bagi penerima pinjaman pada penyelenggara
P2PLending legal, yaitu berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan Pengaduan
Konsumen Sektor Jasa K euangan maka, penerima pinjaman yang merasa dirugikan disaat penagihan dapat
terlebih dahulu mengajukan penyelesaian kepada penyelenggara P2P Lending, apabilatidak mendapat
kesepakatan maka penerima pinjaman dapat melakukan upaya hukum melalui litigasi maupun non litigas
dan apabilatidak ada upaya hukum non litigasi dapat melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa K euangan.
Perlindungan bagi Penerima pinjaman pada P2P Lending illegal tidak mengikuti aturan yang ditetapkan
Otoritas Jasa K euangan, sehinggatidak tersedia lembaga khusus untuk menampung pengaduan penerima
pinjaman, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan akan menyesuaikan dengan tindakan
pelanggaran petugas penagihan terhadap peraturan perundangan-undangan yang ada.

...... Thisthesis discusses the legal protection for loan recipients against the violations of the peer to peer
lending (P2P Lending) billing mechanism by examining the regulations governing the P2P lending in
Indonesia, and the legal protection for loan recipients against the violations of billing mechanismsin P2P
lending. The method used is a normative juridical literature method with qualitative data processing
techniques, resulting in descriptive-analytical research. The result concluded that the regulation regarding
peer to peer lending in Indonesia serves as legal protection for users and operators of the P2P Lending
service. Thisis specifically regulated in POJK 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based
Borrowing and Lending Services, POJK 13/POJK.02/2018 regarding Digital Financial Innovation in the
Financial Services Sector, SEOJK18/SEOJK.02/2017 regarding Governance and Information Technology
Risk Management in Information Technology-Based Borrowing and Lending Services, and SEOJK 21/
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SEOJK.02/2019 regarding Regulatory Sandbox. The legal protection for P2P Lending loan recipientsin the
event of aviolation during the billing process can be distinguished as follows:. Protection for loan recipients
at legal P2P Lending operators based on POJK Number 18 / POJK.07 / 2018 regarding Consumer
Complaint servicesin the Financial Services Sector. The loan recipients who feel disadvantaged during the
billing process can first submit a settlement to the P2P Lending organizer. If there is no agreement, the loan
recipient can take legal action through litigation and non-litigation, and if there is no non-litigation legal
remedy, he can file a complaint with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK).
Protection for loan recipientsin illegal P2P lending does not follow the rules set by the Financial Services
Authority. Therefore, no institution will accommodate complaints from loan recipients. Thus, the form of
legal protection provided will be adjusted to the actions conducted by billing officers that violated the
existing laws and regulations



